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ABSTRAK 

Kematian akibat kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang 

dihadapi banyak negara, dimana kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu 

penyebab kematian tertinggi di dunia. Seperti kebanyakan negara, Indonesia 

menghadapi masalah yang sama. Persoalan hukum pemidanaan terkait dengan 

kelalaian yang mengakibatkan kematian menjadi sangat penting dalam 

keseluruhan proses hukum, terutama dalam hal penegakan hukum. Oleh karena itu 

hakim yang memiliki kewenangan dan kebebasan untuk menentukan berat 

ringanya perkara merupakan faktor penting dalam penegakan hukum. Namun, 

kebebasan hakim tersebut membuat hakim memberikan putusan yang berbeda 

meskipun menangani tindak pidana yang sama, hal ini dikarenakan berbagai 

faktor yang mempengaruhi hakim dalam pengambilan keputusan, seperti 

peraturan perundang-undangan, keilmuan hakim, kebijaksanaan hakim dan faktor 

lainnya, sangat menentukan dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor tersebut 

sangat penting sehingga dapat menyebabkan adanya disparitas. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan kemudian dianalisis 

dengan data kualitatif dimana isi dibuat dan susun secara sistematik dan 

menyeluruh. Analisis disini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang 

diperoeh  yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci guna 

menjawab permasalahan yang ada. 

Hasil penelitian ini menunjukan pertimbangan hakim dalam memberikan 

putusan dibagi menjadi dua yaitu bersifat yuridis seperti dakwaan JPU, keterangan 

terdakwa, keteranga saksi, barang bukti dan pasal-pasal yang terkait dengan kasus 

ini, dan yang bersifat non yuridis seperti hal-hal yang memberatkan dan 

meringankan. Dari analisis yang dilakukan terhadap kedua putusan, yang menjadi 

penyebab adanya disparitas pemidanan dalam perkara ini adalah Majelis hakim 

yang berbeda pada masing-masing putusan dan perbedaan dasar pertimbangan 

hakim dalam memutuskan perkara seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal-hal 

yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, serta status terdakwa. Perbedaan 

pada hal tersebut yang menjadi penyebab atas adanya perbedaan masa hukuman 

pidana antara putusan nomor 139/Pid.B/2019/PN.Btg dan nomor 

155/Pid.B/2018/PN.Btg tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. 

 

Kata kunci: Disparitas, Kelalaian, Lalu Lintas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk yang selalu ingin segala urusannya 

dipermudah dalam menjalani kehidupan, terlebih dalam berpindah antara 

tempat satu dengan tempat lainya, manusia cenderung menginginkan lebih 

efisien dalam hal waktu, biaya maupun tenaga. Alat transportasi seperti 

kendaraan bermotor merupakan sarana yang menunjang untuk memudahkan 

manusia bergerak dalam kehidupan sehari-harinya. Meskipun dengan adanya 

alat transportasi memberikan banyak keuntungan terhadap aktivitas manusia, 

namun juga menimbulkan konsekuensi terhadap berbagai hal diantaranya, 

penyedian jalan, pengaturan pergerakan berkendara, dan masalah-masalah 

lain seperti kecelakaan yang memberikan dampak kerugian bagi orang lain 

terutama kecelakaan yang mengakibatkan kematian. 

Kematian akibat kecelakaan lalu lintas adalah masalah serius yang 

dihadapi banyak Negara dan sebenarnya merupakan kematian yang dapat 

dicegah atau dihindari. Sebagai penyebab kematian, kecelakaan lalu lintas 

menjadi salah satu penyebab tertinggi angka kematian di dunia. Menurut 

lembaga penelitian Global Burden of Disease dalam laporan penelitian 

Leading Causes of Death World 2016, kematian akibat kecelakaan lalu lintas 
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menewaskan 1,2 juta orang dan menempati posisi 10 teratas sebagai 

penyebab tingginya tingkat kematian di dunia.
1
 Sedangkan WHO dalam "The 

Global status report on road safety 2018" mencatat angka kematian akibat 

kecelakaan sangatlah tinggi, yaitu 1,35 juta orang meninggal setiap tahunnya 

akibat kecelakaan lalu lintas.
2
 

Indonesia menghadapi masalah yang sama seperti kebanyakan negara 

lain yaitu kasus kecelakaan lalu lintas. Kepolisian Negara Republik Indonesia 

mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas pada 2019 meningkat sebesar 3 (tiga) 

persen dibanding tahun sebelumnya. Jenderal Polisi Idham Azis dalam 

keterangannya senin (30/12/2019), mengungkapkan bahwa jumlah peristiwa 

kecelakaan lalu lintas selama tahun 2019 berjumlah 107.500 kasus dengan 

jumlah korban meninggal 23.530 korban jiwa.
3
 Faktor human error menjadi 

penyebab utama terjadinya kecelakaan. 

Persentase tertinggi angka kecelakaan di Indonesia didominasi kasus-

kasus yang terjadi di kota atau kabupaten pulau jawa. Naiknya angka 

kecelakaan sebesar 31 persen di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2019 

dimana terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 24.869 kejadian
 
dengan angka 

                                                           
1
“Leading Causes of Death World 2016” https://www.bbc.com/indonesia/majalah-

47473341.  Akses 2 April 2020. 

2
 World Healt Organization, “Global Status Report On Road Safety 2018” 

https://www.who.int/publications-detail/global-status-report-on-road-safety-2018. Akses 3 April 

2020. 

3
Ruly Kurniawan, “Angka Kecelakaan Lalu Lintas di 2019 Meningkat,” 

https://otomotif.kompas.com/read/2019/12/30/172100015/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-2019-

meningkat. Akses 3 April 2020. 

https://www.bbc.com/indonesia/majalah-47473341
https://www.bbc.com/indonesia/majalah-47473341
https://www.who.int/publications-detail/global-status-report-on-road-safety-2018
https://otomotif.kompas.com/read/2019/12/30/172100015/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-2019-meningkat
https://otomotif.kompas.com/read/2019/12/30/172100015/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-2019-meningkat
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kematian 3.974 korban.
4
 Jawa Tengah mengalami peningkatan kasus 

kecelakaan yang terbilang tinggi dibandingkan provinsi lainnya di pulau 

jawa. Pemetaan jalur rawan kecelakaan sering dilakukaan oleh pihak-pihak 

terkait untuk mengurangi resiko, namun angka kecelakaan masih tetap tinggi. 

Di sepanjang jalur pantura Jawa Tengah terdapat beberapa titik rawan 

kecelakaan. Kabupaten Batang disebut sebagai titik lelah perjalanan baik di 

ruas Tol Semarang-Batang maupun ruas jalan Pantura Batang bagi 

pengendara dari arah Jakarta.
5
 Salah satu jalur yang sering menjadi perhatian 

para pengguna jalan adalah jalur Alas Roban di wilayah perbatasan 

Kabupaten Batang dengan Kabupaten Kendal. Jalur ini sering juga disebut 

“jalur tengkorak‟ karena kondisi jalan yang banyak menikung dan menanjak. 

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terjadi karena kurangnya 

kesadaran masyarakat, dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan 

berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misalnya dalam hal kebugaran 

jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman 

keras dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka 

peluang besar terjadinya kecelakaan selain itu juga membahayakan 

keselamatan pengguna jalan lainnya yang lengah, mengantuk, kurang 

terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah kesalahan 

pengemudi pada umumnya. 

                                                           
4
Imam Yuda Saputra, “Angka Kecelakaan di Jateng Naik, 3.974 Nyawa Melayang” 

https://www.solopos.com/angka-kecelakaan-di-jateng-naik-3-974-nyawa-melayang-1039466. 

Akses 3 April 2020. 

5
“Wilayah Pantura Batang Jadi Titik Lelah Bagi Para Pemudik” https://www.pekalongan-

news.com/2018/06/wilayah-pantura-batang-jadi-titik-lelah.html. Akses 4 April 2020  

https://www.solopos.com/angka-kecelakaan-di-jateng-naik-3-974-nyawa-melayang-1039466
https://www.pekalongan-news.com/2018/06/wilayah-pantura-batang-jadi-titik-lelah.html
https://www.pekalongan-news.com/2018/06/wilayah-pantura-batang-jadi-titik-lelah.html
https://www.pekalongan-news.com/2018/06/wilayah-pantura-batang-jadi-titik-lelah.html
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Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam 

suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh 

dilakukan oleh manusia, sebagai warga masyarakat dalam kehidupan 

bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber 

lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat 

tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai 

suatu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar 

akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan 

sanksi. 

Indonesia sebagai Negara hukum harus menciptakan kondisi serta 

situasi agar seluruh rakyat merasa aman dari tindakan-tindakan yang tidak 

sesuai dengan kaidah-kaidah dari nilai hukum. Dalam peristiwa kecelakaan 

lalu lintas, kelalaian atau kealpaan yang memberikan dampak kerugian bagi 

orang lain ketentuan pidananya diatur pada Pasal 310 Undang-undang No. 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Serta masalah-masalah 

kealpaan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada 

Pasal 359 dan Pasal 360. Walaupun Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah mengatur 

ketentuan pidananya dan sudah diterapkan sampai sekarang namun tidak 

dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap tinggi. 

Kerugian yang ditimbulkan dari suatu kecelakan dapat dijadikan 

sebagai tolak ukur untuk mengidentifikasi sebuah kecelakaan. Dalam pasal 

229 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan 
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Angkutan Jalan sebuah kecelakaan dapat dikategorikan sebagai berikut, 

pertama, kecelakaan ringan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan 

dan/atau barang, kedua kecelakaan sedang yang mengakibatkan korban luka 

ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, ketiga kecelakaan yang 

mengakibatkan korban luka berat dan kerusakan kendaraan dan/atau berang, 

dan yang terakhir kecelakaan berat yang mengakibatkan orang lain meninggal 

dunia yang disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan 

kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan lingkungan. 

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya kecelakaan lalu lintas pada 

umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor manusia, faktor 

kendaraan, dan faktor jalan. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi 

kenyaman atau ketidaknyamanan pengguna kendaraan bermotor, sehingga 

berdampak pada psikologis pengendara saat melakukan aktivitas berkendara 

dan menimbulkan stress, hingga pada akhirnya menimbulkan kelalaian 

maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibanyanya sebagai pengendara 

atau pengguna jalan. 

Dengan memperhatikan hal tersebut perlu diketahui apakah ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberi nilai 

keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan hal itu, maka penulis akan mengkaji 

lebih jauh mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebebkan korban 

mengalami kematian dengan judul “Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana 

Menyebabkan Kematian Karena Kelalaian (Studi atas Putusan Nomor 

139/Pid.B/2019/PN.Btg dan Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Btg)”. 
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Yang mendasari penulis memmilih kedua putusan tersebut adalah 

adanya perbedaan yang cukup signifikan terhadap hukuman yang dijatuhkan 

pada pelaku kedua putusan tersebut walaupun tindak pidana yang dilakukan 

sama yaitu karena kelalaiannya menyebabkan orang lain atau korban 

meninggal dunia. Dimana pada putusan nomor 139/Pid.B/2019/PN.Btg 

pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa 

penahanan yang sudah dijalani dan dengan perintah pelaku tetap ditahan, 

sehigga menjadi hukuman penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Sedangkan 

pada putusan nomor 155/Pid.B/2018/PN.Btg pelaku dijatuhi hukuman 

penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi penahanan yang sudah dijalani 

oleh pelaku, sehingga menjadi hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan.  

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah digambarkan di atas, maka 

rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yakni 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiel terhadap tindak pidana 

kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dalam perkara nomor 

139/Pid.B/2019/PN.Btg dan nomor 155/Pid.B/2018/PN.Btg? 

2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 

139/Pid.B/2019/PN.Btg dan nomor 155/Pid.B/2018/PN.Btg sehingga 

tedapat disparitas pidana dalam dua putusan tersebut? 
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C. Tujuan dan kegunaan 

Kegunaan dari penelitian ini yaitu diharapkan memberi manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Kegunaan Teoritis  

a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

b. Dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh 

mahasiswa. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyaraat agar lebih 

berhati-hati saat mengendarai kendaraan bermotor.  

b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penyusun secara khusus 

dan pembaca pada umumnya tentang perkara hukum. 

D. Telaah Pustaka 

Dari beberapa pembahasan dan penelitian terdahulu yang telah 

ditelusuri penyusun, penyusun tidak menemukan hal-hal konkrit yang 

membahas ataupun meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh penyusun. 

Terkait dengan kualitas penelitian, maka penyusun menyertakan sumber-

sumber penyusunan guna menghindari plagiasi dan duplikasi penyusunan. 

Oleh karena itu, penyusun akan menampilkan beberapa karya ilmiah yang 

berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penyusun. Adapun beberapa karya 

ilmiah tersebut antara lain: 
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1. Skripsi Suryadi Asri dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 

Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Atau Luka (Studi Kasus 

Nomor : 120/PID.B/2013.PN.Sidrap Tahun 2013)”. Pokok permasalahan 

pada skripsi ini adalah pertama pertanggungjawaban pidana pelaku 

tindak pidana kelalaian berkendara yang mengakibatkan kematian atau 

luka. Kedua, penjatuhan sanksi pidana terhadap kelalaian yang 

mengakibatkan kematian atau luka berdasarkan undang-undang atau 

peraturan yang mengaturnya, disertai keadaan yang memberatkan serta 

meringankannya.
6
 Perbedaan dengan penyusun, tidak adanya masalah 

disparitas dalam skripsi Suryadi Asri serta tidak ada perbandingan 

putusan karena dalam skripsi Suryadi Asri hanya mengkaji 1 (satu) 

putusan saja, sedangkan pada skripsi penyusun mengkaji 2 (dua) putusan.  

2. Skripsi Wahyu Nugroho dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Dalam 

Perkara Tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan”. Pokok 

permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai sebab-sebab terjadinya 

disparitas putusan hakim atas perkara tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan pada beberapa putusan di Pengadilan Negeri Semarang, 

kedua, mengetahui secara jelas disparitas putusan hakim persektif hukum 

islam atas perkara tindak pidan pencurian dengan pemberatan dan yang 

ketiga mengetahui persepsi dari praktisi dan kalangan akademisi tentang 

                                                           
6
 Suryadi Asri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan 

Kematian Atau Luka (Studi Kasus Nomor : 120/PID.B/2013.PN.Sidrap Tahun 2013)”. Skripsi 

Universitas Hasanuddin Makasar, 2015. 
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disparitas putusan hakim khususnya pada tindak pidana tersebut.
7
 

Perbedaan dengan penyusun, tindak pidana yang dikaji oleh penyusun 

berbeda yaitu tindak menyebabkan kematian karena kelalaian, sedangkan 

yang dikaji oleh Skripsi Wahyu Nugroho adalah Tindak pidana 

Pencurian Dengan Pemberatan, serta terdapat perbedaan pada 

pertimbangan hakim untuk putusan yang berbeda, tempat dan tahun. 

3. Skripsi Denny Agung Prakoso dengan judul “Tinjauan Yuridis dalam 

Penjatuhan Pidana Pada Perkara Korupsi Menurut Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001  Tentang Korupsi”. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan pertama, disparitas dapat dijatuhkan untuk perkara 

korupsi asalkan hakim dalam putusanya didasarkan atas pertimbangan 

pasal peraturan perundang-undangan yang menajadi dasar pemidanaan 

atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi 

dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang 

meringankan terdakwa. Kedua, akibat hukum disparitas penjatuhan 

pidana pada perkara korupsi, dimana hakim yang menjatuhkan putusan 

tidak didasasrkan atas tidak mencantumkan pasal peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang 

memberatkan dan yang meringankan terdakwa, bukan karena terjadi 

salah ketik melainkan kesengajaan dengan berbagai pertimbangan yang 

                                                           
7
 Wahyu Nugroho, “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian 

Dengan Pemberatan (Studi Analisis Putusan-Putusan Tahun 2007 Pengadilan Negeri Semarang”, 

Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009.  
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perlu dicurigai, maka putusan tersebut batal demi hukum.
8
 Perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah pertama terkait 

pada kasusnya yaitu tindak pidana kelalaian yang  menyebabkan 

kematian dan korupsi, kedua dalam putusan yang diteliti oleh penyusun 

tidak ada putusan yang tidak mencantumkan pasal peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan. 

4. Skripsi Marlya Retta Bangun dengan judul “Permasalahan-permasalahan 

Terjadinya Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Terhadap Tindak 

pidana Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP) Di Pengadilan Kelas 1A 

Padang”. Skripsi ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya 

disparitas dalam perkara tersebut dan dampak yang terjadi apabila ada 

disparitas didalamnya.
9
 Perbedaan dengan penyusun yaitu: pertama, pada 

skripsi Marlya Retta Bangun meneliti terhadap dampak yang diakibatkan 

oleh adanya disparitas dalam putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri 

Kelas 1A Padang, sedangkan penyusun meneliti tentang perbandingan 

dua putussan yang didasarkan pada pertimbangan hakim dalam 

memutuskan suatu perkara. Kedua, penyusun lebih mengkhususkan 

bahasan pada 2 (dua) putusan mengenai kelalaian yang menyebabkan 

kematian, sedangkan pada skripsi Marlya lebih umum kepada tindak 

pidana pembunuhan biasa saja tanpa putusan yang lebih rinci.  

                                                           
8
 Denny Agung Prakoso, “Tinjauan Yuridis Disparitas dam Penjatuhan Pidana Pada 

Perkara Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001  Tentang Korupsi”. Skripsi UPN 

Veteran Surabaya, 2011,  

9
 Marlya Retta Bangun, “Permasalahan-permasalahan Terjadinya Disparitas Pemidanaan 

Dalam Putusan Terhadap Tindak pidan Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP) Di Pengadilan 

Kelas 1A Padang”, Skripsi Universitas Andalas Padang, 2008. 
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E. Kerangka Teoretik 

1. Kesengajaan dan Kelalaian 

Dalam hukum pidana, terdapat dua istilah yang dipakai yaitu 

straafbaarfeit dan delict. Delict berasal dari bahasa latin yaitu Delicta 

atau Delictum, dan diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi 

delik. Dalam kamus hukum pengertian delik berarti melanggar undang-

undang atau hukum yang diancam dengan hukuman. 

Sedangkan Strafbaarfeit berasal dari bahasa Belanda dan terdiri 

dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Kata straf diterjemahkan dengan 

pidana atau hukum, kata baar diterjemahkan dengan dapat atau boleh, 

dan kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelarangan atau 

perbuatan.  

Jonker (dalam buku Bambang Purnomo yang berjudul Asas-asas 

Hukum Pidana) menjadikan definisi tentang strafbaarfeit menjadi dua 

bagian, yaitu:
10

 

a. Definisi pendek memberikan pengertian strafbaarfeit sebagai 

kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang. 

b. Definisi panjang memberikan pengertian starfbaarfeit sebagai suatu 

kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik disengaja 

ataupun tidak disengaja (lalai) oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

                                                           
10

 Bambang Purnomo. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm: 

91. 
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Sehingga dapat kita katakan bahwa strafbaarfeit mempersoalkan 

tentang perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan 

kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan melawan hukum atau 

melanggar kepentingan orang lain, perbuatan atau tindakan tersebut 

adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 

Undang-undang bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, baik 

itu dilakukan dengan sengaja (opzet) maupun tidak disengaja (culpa). 

a. Opzet (Disengaja) 

Secara yuridis formal (dalam KUHP) tidak ada satu pasal pun 

yang memberikan “batasan atau pengertian” tentang apa yang 

dimaksud dengan “kesengajaan”. Makna tentang “kesalahan” 

ditemukan dalam penjelasan resmi KUHP Belanda (Memory van 

Toelichting). Di dalam penjelasan resmi KUHP Belanda itu 

kesengajaan atau opzet diartikan sebagai “menghendaki” dan 

“mengetahui” (willens en wetens).
11

 

Di dalam wacana ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 

adanya dua teori tentang kesengajan, yaitu:  

1) teori kehendak (wilstheorie) yang dikemukakan oleh Von 

Hippel dalam bukunya Die Grenze Vorsatz und farlassigkeit 

tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak 

membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu 

akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu 

                                                           
11

 Laden Marpung, Asas Teori-Praktik Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 

hlm: 44. 
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yang menjadi maksud dari tindakan tersebut. Dengan demikian 

seseorang dikatakan telah dengan sengaja melakukan suatu 

perbuatan pidana apabila dalam diri orang itu ada kehendak 

untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-

undang. Teori tentang kehendak terbagi menjadi 2 (dua) 

ajaran, yaitu: 

a) Determinisme, berpendapat bahwa manusia tidak 

mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu 

perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal 

dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. 

b) Indeterminisme, aliran ini muncul sebagai reaksi dari 

aliran determinasi, yang menyatakan bahwa walaupun 

untuk melakukan sesuatu perbuatan dipengaruhi oleh 

bakat, manusia dapat menentukan kehendaknya secara 

bebas. 

2) teori membayangkan (voorstellings theorie) dikemukakan oleh 

frank dalam bukunya Festschrift  Giezen tahun 1907. Yang 

menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki 

suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan 

dan membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu 

akibat. Dalam pandangan teori ini orang tidak bisa 
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menghendaki akibat dari suatu perbuatan, tetapi hanya bisa 

membanyangkan akibat yang akan terjadi.
12

 

b. Culpa (Tidak Disengaja) 

Kelalaian atau kealpaan atau culpa dalam doktrin hukum 

pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau onbewuste 

schuld dan kealpaan disadari atau bewuste schuld. Dalam unsur ini 

faktor terpentingnya adalah pelaku tidak dapat menduga terjadinya 

akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati. 

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul 

karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah 

ditentukan, menurut undang-undang kelalaian itu terjadi dikarenakan 

perilaku orang itu sendiri. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi 

dua macam yaitu: 

1) Kelalaian perbuatan, apabila hanya dengan melakukan 

perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana yang 

dapat dihukum oleh peraturan perundang-undangan, maka tidak 

perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.  

2) Kelalaian akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat 

dari Kelalaian itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang 

dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang 

lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHPidana. 

Sedangkan Kelalaian itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu: 

                                                           
12

P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum PIdana Indonesia. (Bandung: Sinar Baru, 2007), 

hlm: 311. 
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1) Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut 

hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia 

telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang 

melawan hukum; 

2) Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang 

berpikir panjang; dan 

3) Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus 

bertanggung jawab atas akibat perbuatannya tersebut. 

2. Tujuan Pemidanaan 

Dalam teori ini, pemidanaan dimaksudkan untuk tujuan melindungi 

serta untuk mencegah tindak pidana yang sama atau kejahatan yang sama 

terulang kembali. Paul Anselm van Feurbach mengemukakan bahwa 

“hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, 

melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.
13

 

Sedangkan menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons “Bahwa 

untuk menjamin ketertiban, Negara menentukan berbagai peraturan yang 

mengandung larangan dan keharusan peratuaran yang dimaksudkan 

untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, 

membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan 

tenteram. Untuk itu Negara harus menjamin agar peraturan-peraturan 

                                                           
13

Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia. (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm:142. 
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senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi 

pelanggar”.
14

 

Mengenai tujuan-tujuan tersebut terdapat tiga teori yang dapat 

digunakan yaitu, untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk 

melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:
15

  

a. Untuk menakuti 

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan 

sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan 

yang sama. Akibat dari teori ini ialah hukuman yang diberikan harus 

seberat-beratnya dan bisa berupa siksaan. 

b. Untuk Memperbaiki 

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si 

terhukum, sehingga di kemudian hari si terhukum menjadi orang 

yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan 

hukum yang sama atau yang lainya. 

c. Untuk Melindungi 

Hukuman yang dijatuhkan bertujuan melindungi masyarakat 

terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya pelaku 

kejahatan untuk sementara (ditahan), maka masyarakat akan 

diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang 

berbuat jahat tersebut. 

                                                           
14

Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

hlm: 106-107. 

15
Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia. (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm:142. 
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Dengan demikian dalam teori tujuan pemidanaan ini dimaksudkan 

bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu 

tindak pidana, maka pelaku dari suatu tindak pidana yang tertangkap 

harus diberikan sebuah hukuman, dimana nantinya hukuman tersebut 

akan dijadikan sebagai contoh bagi masyarakat agar tidak melalukan 

perbuatan yang melawan hukum atau melakukan sebuah tindak pidana 

yang serupa ataupun yang lainya. 

3. Teori Penjatuhan Putusan 

Menurut Mackenzi terdapat beberapa teori pendekatan yang 

digunakan oleh hakim dalam pertimbangan penjatuhan putusan suatu 

perkara, diantaranya:
16

 

a. Teori Keseimbangan 

Keseimbangan dalam hal ini adalah terkait syarat-syarat yang 

ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang 

terkait dengan perka. 

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau 

kewenangan hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan 

hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang 

berlaku bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. 

Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan melihat keadaan pihak 

                                                           
16

Ahmad Rifa‟i, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm: 105-113. 
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yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara 

perdata, baik terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. 

Pendekatan seni dan intuisi ini lebih menekankan pada insting atau 

instuisi dari pada pengetahuan dari hakim. 

c. Teori pendekatan Ilmuan 

Penentuan dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses 

penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh 

kehati-hatian yang dikaitkan dengan putusan terdahulu dalam rangka 

menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan Keilmuan ini 

dijadikan sebagai peringatan bahwa dalam memutus perkara hakim 

tidak boleh semata-mata atas dasar instuisi atau instink semata, 

namun harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga 

wawasan keilmuan hakim dalam perkara yang akan diputuskannya.   

d. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat 

membantu dalam menghadapi perkara yang dihadapi sehari-hari, 

karena dengan pengalaman yang dihadapi, seorang hakim dapat 

mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam 

suatu perkara pidana atau dampak yang ditimbulkan dalam putusan 

perkara perdata yang berkaitan dengan pelaku, korban dan 

masyarakat. 

e. Teori Rasio Decindendi 
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Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar 

dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan 

pokok perkara yang disengketakan yang kemudian mencari 

perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang 

tersebut sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Dalam 

pertimbangannya hakim harus didasarkan pada motif yang jelas 

untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak 

yang berperkara. 

f. Teori Kebijaksanaan 

Teori kebijaksanaan merupakan teori yang berkaitan dengan 

putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari 

teori kebijaksanaan menekankan rasa cinta terhadap tanah, air, nusa 

dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan 

dibina. Selanjutnya, aspek teori menekankan bahwa pemerintah, 

masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut bertanggungjawab dalam 

membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak 

menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi 

bangsanya. 

Dari beberapa teori tersebut dapat dilihat seseorang hakim ketika 

akan menjatuhkan putusannya dapat di pengaruhi oleh beberapa hal, baik 

itu dari segi kepentingan, intuisi, keilmuan, pengalaman, maupun dari 

kebijaksanaan hakim tersebut dalam memilih dasar hukum atau 

perundang-undangan yang terkait dengan perkara. 
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4. Disparitas Pidana 

Disparitas Pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama 

terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang 

sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang 

jelas.
17

 Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman 

yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama. Penjatuhan pidana ini 

adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak 

pidana sehingga dapat dikatakan bahwa figur hakim sangat menentukan 

dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan. 

Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu: 

a. Disparitas antara pidana yang sama 

b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan 

yang sama 

c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim 

d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang 

berbeda untuk tindak pidana yang sama.
18

  

Sesuai dengan yang tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa 

disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga 

pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana dan juga dari putusan 

                                                           
17

 Muladi, Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya, (Bandung: Alumni, 

1986), hlm: 52. 

18
 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Galhia 

Indonesia, 2001), hlm: 101-102. 
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hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang 

berbeda untuk perkara yang sama. 

F. Metode Penelitian 

Untuk mencapai penelitian yang tepat dan terarah, penyusun 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan 

pengumpulan data pustaka atau penelitian, yang cara untuk mendapatkan 

data informasinya dengan menempatkan fasilitas yang ada di 

perpustakaan, seperti, buku-buku, jurnal, dokumen, catatan-catatan 

sejarah, atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan 

penelitian. 

2. Sumber Data 

Sumber-sumber penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum 

primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi 

atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan 

putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua 

publikasi tentang hukum dapat berupa dokumen-dokumen resmi. 

Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal 
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hukum, dan artikel tentang hukum. Bahan hukum tersier terdiri dari 

kamus hukum dan ensiklopedia.
19

 

Dalam penelitian ini sumber penelitian yang akan digunakan 

adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum 

primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang 

terkait dangan penelitian ini. Sedangkan bahan-bahan sekunder yang 

akan digunakan adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, serta 

artikel-artikel hukum yang terkait dengan penelitian ini. 

3. Pendekatan penelitian 

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

cara mendekati permasalahan dari segi hukum, pembahasan, dan 

mengkaji buku-buku dan ketentuan perundang-undangan yeng telah ada 

yeng berhubunngan dengan maslah yang akan di bahas.
20

 Ibrahim 

menyatakan bahwa “penelitian normatif harus menggunakan undang-

undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang 

menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian”. Sehingga 

penelitian ini akan melihat peraturan perundang-undangan yang 

mendasari tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian.
21

 

4. Teknik pengumpulan data 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

                                                           
19

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm: 141. 

20
 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm: 12. 

21
Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: 

Bayumedia, 2012), hlm: 302. 
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a. Studi Pustaka 

Mencari dan mengumpulkan buku-buku dan literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian 

ini, sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan membaca, 

mencatat, serta merangkum untuk dianalisis lebih lanjut. 

b. Studi Dokumen 

Mempelajari dokumen yang berkaitan dengan atau peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kelalian 

berkendara yang mengakibatkan kematian, dengan cara membaca, 

mencatat, serta merangkum untuk dianalisis lebih lanjut. 

5. Analisis Data 

Terlebih dahulu penyusun membandingkan 2 (dua) putusan yang 

terdapat disparitas didalamnya, kemudian meneliti apa yang menjadi 

dasar sehingga terjadi disparitas dalam putusan tersebut dimana 

didukung dengan adanya berbagai macam data yang diperoleh penyusun 

baik itu dari bahan hukum primer maupun sekunder. Kemudian setelah 

data-data diperoleh dari penelitian tersebut lalu digambarkan dan ditata 

secara sistematis dalam wujud uraian-uraian kalimat yang diambil 

maknanya sebagai pernyataan dan kesimpulan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 
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pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

2. Bab kedua adalah tinjauan umum. Di dalam bab ini akan diuraikan 

mengenai tindak pidana menyebabkan kematian karena kelalaian. 

3. Bab ketiga adalah gambaran umum. Di dalam bab ini akan diuraikan 

mengenai deskripsi kasus putusan No. 139/Pid.B/2019/PN Btg dan No. 

155/Pid.B/2018/PN.Btg. 

4. Bab keempat adalah pembahasan hasil penelitian. Di dalam bab ini akan 

diuraikan mengenai disparitas pidana dalam putusan No. 

139/Pid.B/2019/PN.Btg dan No. 155/Pid.B/2018/PN.Btg. 

5. Bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bagian 

terakhir dari penulisan hukum yang meliputi kesimpulan dan saran 

berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab 

sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penjabaran pembahasan diatas maka dapat diambil suatu 

kesimpulan berkaitan dengan hasil penelitian tentang Disparitas Pidana 

Dalam Tindak Pidana Menyebabkan Kematian Karena Kelalaian (Studi 

atas Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN.Btg dan Putusan Nomor 

155/Pid.B/2018/PN.Btg) sebagaimana berikut ini: 

1. Penerapan hukum pidana materiel terhadap tindak pidana kelalaian 

yang menyebabkan kematian seseorang dalam perkara nomor 

139/Pid.B/2019/PN.Btg dan nomor 155/Pid.B/2018/PN.Btg, sudah 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dimana hakim 

sebelum membuat putusanya memperhatikan Undang-undang yang 

tekait dengan perkara tindak pidana kelalaian berkendara yang 

menyebabkan kematian yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-undang 

Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. Dalam memutuskan perkara juga sudah sesuai, 

karena tidak melebihi maksimal sanksi yang ditentukan oleh Undang-

undang tersebut yaitu 6 (enam) tahun penjara atau denda paling 

banyak Rp. 12.000.000,00 (Duabelas Juta Rupiah).   
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2. Dasar pertimbanagan hakim dalam memberikan keputusan dibagi 

menjadi dua yaitu bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertama, 

pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain: dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti 

dan pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait. Kedua, 

pertimbangan yang bersifat non-yuridis antara lain: alasan pemberat, 

alasan peringan, dan status sosial terdakwa. Dari analisis yang 

dilakukan terhadap kedua putusan, hal-hal yang menyebabkan adanya 

disparitas pemidanan dalam perkara tindak pidana menyebabkan 

kematian karena kelalaian yaitu: Majelis hakim yang berbeda pada 

masing-masing putusan tersebut, dan perbedaan dasar pertimbangan 

hakim dalam memutuskan perkara diantaranya tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum, alasan peringan atau hal-hal yang meringankan, 

serta status terdakwa. Dari kedua hal tersebutlah yang mendasari 

adanya perbedaan penjatuhan masa hukuman pidana penjara antara 

putusan nomor 139/Pid.B/2019/PN.Btg dan putusan nomor 

155/Pid.B/2018/PN.Btg tentang tindak pidana kelalaian berkendara 

yang menyebabkan kematian. 

B. Saran 

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum, dalam 

pembuatan tuntutan yang lebih sesuai dan sepadan dengan yang di 

perbuat oleh para terdakwa dengan melihat berbagai macam aspek. 
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Sehingga hakim dalam mempertimbangkan putusannya mempunyai 

acuan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. 

2. Bagi para Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusanya agar 

lebih memperhatikan berbagai aspek dan sudut pandang, agar 

hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan terdakwa, serta 

hukuman atau pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan baik bagi 

terpidana, korban, mapun masyarakat. Terutama pada kasus tindak 

pidana menyebabkan kematian karena kelalaian. 

3. Aparat penegak hukum juga perlu memberikan pemahaman terhadap 

masyarakat, bahwa disparitas dalam putusan majelis hakim itu 

merupakan sesuatu hala yang wajar, asalkan mempunyai landasan dan 

beralasan jelas, sehingga masyarakat yang awam terhadap disparitas, 

masih mempercayakan keadilan kepada Majelis Hakim dengan 

memberikan putusan yang tidak terlalu mencolok dalam kasus tindak 

pidana yang sama khususnya menyebabkan kematian karena kelalaian. 
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